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BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan penelitian diatas, penulis membuat kesimpulan 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Peran legislator perempuan DPRD Kota Pematangsiantar di dalam tahapan 

apprasial  belum berhasil. Di dalam menyerap aspirasi dari masyarakat tidak 

di lakukan oleh legislator, sehingga akar permasalahan yang ada di kota 

Pematangsiantar tidak di temukan. Sehingga kebijakan yang di keluarkan oleh 

legislator tidak dapat mengatasi akar masalah yang ada.  

2. Peran legislator perempuan DPRD Kota Pematangsiantar di dalam tahapan 

dialog masih kurang. Di dalam diskusi yang dilakukan di dalam rapat komisi 

maupun di rapat paripurna legisalator perempuan lebih banyak diam dan tidak 

menyampaikan opininya. Hal tersebut di terjadi dikarenakan hampir semua 

legislator perempuan belum mampu berkomunikasi yang baik termasuk 

melakukan negosiasi di dalam maupun di luar rapat.  

3. Dengan peran legislator perempuan yang lebih banyak diam dan tidak 

berpendapat membuat legislator perempuan tidak melakukan asesmen biaya, 

manfaat, peluang dan tantangan dari alternatif kebijakan yang ada. Legislator 

perempuan juga tidak dapat membuat alternatif kebijakan yang terbaik. 
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Sehingga Peran legislator perempuan DPRD Kota Pematangsiantar di dalam 

tahapan formulations masih sangat kurang, karena tugas dan fungsi DPRD 

yang sebenarnya tidak di implementasikan dengan baik oleh legislator 

perempuan.  

4. Peran legislator perempuan DPRD Kota Pematangsiantar di dalam tahapan 

consolidations masih kurang. Dikarenakan peran legislator perempuan lebih 

banyak memilih untuk diam, dan tidak mau berperan aktif di dalam formulasi 

kebijakan publik kota Pematangsiantar sehingga di dalam tahap konsolidasi 

terakhir dalam tahap formulasi kebijakan publik legislator perempuan tidak 

begitu memiliki peran yang penting. Hal seperti ini mereka serahkan dengan 

legislator laki-laki untuk di selesaikan.  

5. Faktor yang mempengaruhi kurang nya peran legislator perempuan di dalam 

formulasi kebijakan publik adalah kemampuan artikulasi yang jelas di dalam 

berargumen. Sehingga opini-opini yang di sampaikan tidak dapat di terima 

oleh legisalator yang lain. Hal tersebut juga berhubungan dengan peran partai 

yang memaksakan perempuan untuk ikut di dalam pencalonan legislatif untuk 

memenuhi undang-undang yang sudah di tetapkan,  

6. Bargaining Position juga mempengaruhi peran legislator didalam formulasi 

kebijakan publik, dengan memiliki kedudukan atau jabatan yang tinggi maka 

legislator perempuan akan memiliki power yang lebih dalam berargumen. dari 

pada hanya sebagai anggota di komisi. Dengan adanya rotasi yang dilakukan 



136 

 

 

 

selama dua setengah tahun sekali seharusnya legislator perempuan memiliki 

kesempatan menduduki jabatan yang strategis.  

6.2 Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan diatas adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam merekrut calon anggota legislative partai politik harus lebih 

mengutamakan kualitas calon anggota bukan hanya sekedar memenuhi 

syarat Undang-Undang. Hal tersebut perlu di lakukan supaya  ketika 

legislator perempuan tersebut terpilih menjadi anggota DPRD dapat lebih 

memiliki pengaruh di dalam formulasi kebijakan dan berperan aktif sesuai 

dengan tugas dan fungsi DPRD kota Pematangsiantar.  

2. Partai politik wajib memberikan pelatihan khusus terhadap calon legislator 

perempuan untuk menghadapi hambatan kultur sosial masyarakat, 

hambatan psikologis. Hal tersebut dilakukan supaya legislator perempuan 

dapat berperan lebih aktif di dalam formulasi kebijakan lebih memiliki 

pengaruh yang kuat sehingga legislator perempuan memiliki Bargaining 

Position 

3. Legislator perempuan lebih aktif di dalam menyampaikan argumentasi dan 

opini-opini di komisi- komisi yang ada maupun rapat gabungan komisi 

dalam formulasikan kebijakan. agar kedudukan legislator perempuan tidak 

hanya sebagai pemenuhan undang-undang tetapi juga menjadi legislator 
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yang memiliki pengaruh kuat di dalam formulasi kebijakan publik kota 

Pematangsiantar  

4. Adanya teguran dan sanksi dari pihak pimpinan DPRD ketika melihat peran 

legislator tidak di jalankan dengan baik. Hal ini perlu di lakukan untuk 

meningkatkan kinerja DPRD kota Pematangsiantar dan juga menjadi 

motivasi bagi legislator perempuan untuk berperan lebih aktif di dalam 

formulasi kebijakan publik kota Pematangsiantar 

5. Masyarakat kota Pematangsiantar juga harus lebih kritis dan tidak 

membiarkan jika ada legislator yang tidak menjalankan peran nya dengan 

baik. Dengan masyarakat yang kritis akan dapat mengubah peran legislator 

yang ada di DPRD kota Pematangsiantar menjadi lebih baik.  
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